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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU
NOMOR : 03.1/0T.220/H.12.27/012019

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang — Undang Nomor
14 Tahun 2008, setiap Badan Publik waijib
menyediakan, memberikan  dan/ atau
menerbitkan informasi public yang berada di
bawah kewenangannya, selain informasi yang
dikecualikan;

b. bahwa dengan perkembangan dan tuntutan
kebutuhan  masyarakat atas informasi,
pembentukan PPID lingkup Kementerian
Pertanian sangat penting sehingga dalam
pengelolaan, pelayanan informasi public dapat
berjalan cepat, tepat waktu, biaya ringan/
proporsional, dan sederhana;

¢. bahwa dalam pengelolaan informasi public dan
dokumentasi dibutuhkan penyediaan informasi
yang mudah, cermat, cepat, dan akurat;

d. bahwa untuk melaksanakan tugas PPID
diperlukan  penyiapan  perangkat yang
dibutuhkan diantaranya adalah  struktur
organisasi PPID di Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Maluku;

e. bahwa para pegawai yang namanya tercantum
dalam Keputusan ini dipandang mampu dan
cakap untuk melaksanakan tugas Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi (PID) di Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku.

Mengingat : 1. Undang — Undang Dasar 1945 Pasal 28F hasil
Amandemen yang berbunyi “Setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;



Menetapkan

Pertama

Kedua

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Kewajiban Setiap Badan Publik untuk
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
32/Permentan/0T.140/5/2011 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
2678.1/Kpts/0OT.160/5/2011 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana
Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Maluku Tahun Anggaran 2019
seperti pada Lampiran I Keputusan ini.

Wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Maluku Tahun Anggaran 2019

meliputi :
1. Melaksanakan kegiatan Penyediaan Informasi,
Penyimpanan, Pendokumentasian dan

Pengamanan Informasi;

2. Melaksanakan Pelayanan Informasi yang cepat,
tepat, dan sederhana sesuai dengan aturan yang
berlaku;

3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan
Informasi Publik;

4. Pengklasifikasian informasi dan atau
pengubahannya;

5. Penetapan informasi yang dikecualikan yang
telah habis jangka waktu pengecualiannya
sebagai informasi public yang dapat diakses;

6. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
setiap orang atas informasi publik.



Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila
terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 4 Januari 2019

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian



Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku
Nomor : 03.1/0T.220/H.12.27/012019
Tanggal : 4 Januari 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU

No. Nama Status dalam Tugas
1 Dr. Ir.Abd. Gaffar, MSi Kepala Balai
2 | Dr. Procula R. Matitaputty, SPt.,MSI | Kasie Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian
3 | Muh. Yusuf Nurdin, ST Kasubag TU
3 | Dr. Ismatul Hidayah, SP., MP Koordinator Program
4 | Ir. Maritje. Pesireron, MP Kelji Sistem Usaha Pertanian
5 | Maryam Nurdin, SP.,MP Kelji Sosial Ekonomi
6 | Helena Tarumaseli, A,Md Pelaksana Perpustakaan
7 | Sheni Kaihatu, SP Pelaksana Laboratorium Tanah
8 | Ir. Hamid Mahu Pelaksana Pelayanan Diseminasi
9 | Risma Suneth, SP Pelaksana Pelayanan Publik
10 | Ita Puspitasari Ardin Operator Pelayanan public

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 4 Januari 2019

oia.BPTP Maluku,

affar MSi.
5641218 199103 1002
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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALITBANGTAN MALUKU
NOMOR : 01.33/Kpts/OT.020/H.12.27/09/2019

Tentang :

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MANAJEMEN,
PENGKAJIAN DAN DESIMINASI
NOMOR : 01.29/Kpts/OT.020/H.12.27/05/2019
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALITBANGTANMALUKU

TAHUN 2019
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan diperlukan program aksi pada
tingkat Kementerian Pertanian.

b. Bahwa Program Kementerian Pertanian merupakan salah satu
instrumen rintisan untuk pengembangan Pertanian  bagi
pembangunan pertanian yang berlandaskan pada inovasi
teknologi pertanian.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas
dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana pada masing-
masing kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Balitbangtan Maluku Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :
62 Tahun 2005;

2. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80
Tahun 2005;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian:

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/HK.060/1/2005
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 301/Kpts/OT.140/7/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Kpts/HK.060/1/2005
tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi
Pertanian;

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku
Tahun  Anggaran  2019Nemor : SP  pIPA-
018.09.2.567737/2019tanggal 05 Desember 2018;
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8. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Balitbangtan MalukuNomor: 01/Kpts/OT.020/H.12.27/01/2019
tanggal 02 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi, tatakerja,
Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Balitbangtan Maluku Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Merubah/meralat/merevisiTim Pelaksana Kegiatan Manajemen,
Pengkajian dan Diseminasi BPTP Maluku tahun Anggaran 2019
yang dipimpin oleh salah satu Peneliti/Penyuluh sebagai
penanggung jawab kegiatan, Jadwal kegiatan dan Rencana
Anggaran sebagaimana tersebut pada lampiran surat ini.

Susunan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari :

1. Penanggung Jawab : Mengkoordinir kegiatan dari
perencanaan sampai pelaporan.
2. Peneliti/Penyuluh/Anggota: Melakukan

Pengkajian/diseminasi, Evaluasi dan monitoring sesuai tujuan
serta membuat laporan.

3. Teknisi/Anggota : Membantu peneliti/penyuluh dalam
melakukan pengkajian sampai pelaporan.

4. Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan : Melakukan
permintaan panjar, pembukuan dan penyelesaian administrasi
kegiatan.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Kepala

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku Nomor :

01.29/Kpts/OT.020/H.12.27/05/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya

keputusan inidibebankan pada DIPA 2019Balai Pengkajian

Teknologi Pertanian Balitbangtan Maluku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir

pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan akan

diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruannya.
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Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat ;
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Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta,

Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta,

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta,

Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor,
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